
   
 
 
 
 
 
 

WALI KOTA SEMARANG 
   

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG 
NOMOR 030/7 TAHUN 2023 

 
TENTANG 

 PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA BARANG PADA PERANGKAT DAERAH  
     DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG 

 
 

WALI KOTA SEMARANG, 
 
Menimbang : a.  bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang 
Milik Daerah, menyatakan bahwa Pengguna Barang dapat 
melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab 
kepada Kuasa Pengguna Barang yang harus ditetapkan oleh 
Walikota atas usul Pengguna Barang yang penetapannya 
berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, 
beban kerja, lokasi, kompetensi, dan/atau rentang kendali 
dan pertimbangan objektif lainnya; 
 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana 
dimaksud huruf a dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas 
serta ketertiban penggunaan barang Pemerintah Kota 
Semarang, maka dipandang perlu menunjuk Kuasa Pengguna 
Barang pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah 
Kota Semarang; 

 

c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka 
perlu ditetapkan Keputusan Walikota Semarang tentang 
Penunjukan Kuasa Pengguna Barang pada Perangkat Daerah 
di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah 
Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
1950 Nomor 45); 

 
 



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah 
diubah beberaapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6861);  

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6861);  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang 
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten 
Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan 
Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah 
Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3097); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 



 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang 
Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang 
Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Semarang Nomor 140); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

12. Peraturan Walikota Semarang Nomor 80 Tahun 2021 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota 
Semarang Tahun 2021 Nomor 80); 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan :  
 
KESATU : Menunjuk Kuasa Pengguna Barang pada Perangkat Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Kota Semarang. 
 
KEDUA : Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU 

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 
 
KETIGA : Kewenangan atau tugas Pengguna Barang yang dilimpahkan 

kepada Kuasa Pengguna Barang adalah sebagai berikut : 
   

a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang 
milik daerah; 

b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan 
barang yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah; 



c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah; 
d. 
e. 
 
 
 

mengamankan dan memelihara barang milik daerah; dan 
menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna 
semesteran dan laporan barang pengguna tahunan kepada 
Pengelola Barang. 
 

KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya, Kuasa Pengguna Barang 
sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada 
Sekretaris Daerah Kota Semarang selaku Pengelola Barang Milik 
Daerah melalui Pengguna Barang. 

 
KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota 

Semarang Nomor 030/67 Tahun 2022 tentang Penunjukan Kuasa 
Pengguna Barang Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan 
Pemerintah Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan 
Keputusan Walikota Semarang Nomor 030/708 tentang Perubahan 
Atas Keputusan Walikota Semarang Nomor 030/67 Tahun 2022 
tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Barang Pada Perangkat 
Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

 
KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan 

ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Kota Semarang. 

 
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 
 
 Ditetapkan di Semarang 
 pada tanggal 3 Januari 2023 
 

 Plt. WALI  KOTA SEMARANG, 
 

TTD. 
 

       HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU 
 

 
SALINAN disampaikan kepada Yth. : 
1. Sekretaris Daerah Kota Semarang; 
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang; 
3. Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesra Sekda Kota Semarang; 
4. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang; 
5. Inspektur Kota Semarang; 
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang; 
7. Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan; 
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang; 
9. Camat yang bersangkutan; 

10. Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan. 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM 
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG 

 
 
 
 

Diah Supartiningtias, SH, M.Kn 
Pembina Tingkat I 

NIP. 196710231994012001 
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